
 
 
 

BUPATI KAPUAS 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

 
PERATURAN BUPATI KAPUAS 

NOMOR 3 TAHUN 2019 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS NOMOR  54  TAHUN 2016 
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA 

TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KAPUAS  
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI KAPUAS, 
 

Menimbang : a. bahwa nomenklatur bidang pada Dinas Lingkungan Hidup 
Kabupaten Kapuas  tidak sesuai dengan Peraturan Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 
P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman 
Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan 
Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan 
Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan 
Bidang Kehutanan; 

b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran, keserasian 
hubungan kerja dan menciptakan sinergitas pelaksanaan 
tugas penyelenggaraan pemerintahan Bidang Lingkungan 
Hidup, maka perlu dilakukan Perubahan Peraturan Bupati 
Kapuas Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja 
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kapuas 
Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas 
Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
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3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);   

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1 
/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah 
Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan 
Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan 
Pemerintahan Bidang Kehutanan; 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Kapuas Nomor 33); 

9. Peraturan Bupati Kapuas Nomor  54  Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta 
Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas. 

 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI KAPUAS NOMOR  54  TAHUN 2016 
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN 
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP 
KABUPATEN KAPUAS. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kapuas Nomor  54  Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja 
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas (Berita Daerah Kabupaten Kapuas 
Tahun 2016 Nomor 62), diubah sebagai berikut : 
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1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf f diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi 
sebagai berikut : 

 
 Pasal 3 

(1) Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari: 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat, terdiri dari: 

1. Subbagian Perencanaan; 
2. Subbagian Keuangan dan Aset; 
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian. 

c. Bidang Tata Lingkungan, terdiri dari: 
1. Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS; 
2. Seksi Kajian Dampak Lingkungan; 
3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup. 

d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan 
Beracun (B3), terdiri dari: 
1. Seksi Pengurangan Sampah; 
2. Seksi Penanganan Sampah; 
3. Seksi Limbah B3. 

e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, 
terdiri dari: 
1. Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan; 
2. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan; 
3. Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan. 

f.  Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, 
terdiri dari: 
1. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan; 
2. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan; 
3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup. 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 
h. Unit Pelaksana Teknis (UPT). 

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

2. Ketentuan Bagian Ketujuh dan Pasal 22 ayat (1) serta ayat (2) diubah, 
sehingga Bagian Ketujuh dan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut: 
 

 Bagian Ketujuh 

Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup 

 
 Pasal 22 

(1) Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup 
mempunyai tugas perumusan, penyusunan, pengkoordinasian, dan 
pelaksanaan kebijakan di bidang penaatan dan penegakan hukum 
lingkungan, peningkatan kapasitas lingkungan hidup, dan 
pengembangan informasi lingkungan serta kerjasama teknis. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup 
mempunyai fungsi: 

a. penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan 
penyelesaian pengaduan masyarakat; 
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b. fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang 
tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup; 

c. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan; 

d. penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan; 

e. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas 
hasil tindak lanjut pengaduan; 

f. penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan 
maupun melalui pengadilan; 

g. sosialisasi tata cara pengaduan; 

h. pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan 
masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan 
izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

i. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau  
kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan; 

j. pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan 
izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan; 

k. pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi 
penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan; 

l. pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas 
Lingkungan Hidup Daerah; 

m. pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum 
lingkungan; 

n. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

o. pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup; 

p. penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara 
terpadu; 

q. penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat 
hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak 
kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat 
Hukum Adat (MHA) terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (PPLH); 

r. identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan 
keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau 
pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan 
tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat terkait dengan 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

s. penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan Masyarakat 
Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan 
hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak 
Masyarakat Hukum Adat terkait dengan Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

t. pelaksanaan komunikasi dialogis dengan Masyarakat Hukum 
Adat; 

u. pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat; 
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v. penyusunan data dan informasi profil Masyarakat Hukum Adat, 
kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

w. penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas Masyarakat 
Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

x. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan 
pendampingan terhadap Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal 
atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

y. pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan Masyarakat 
Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

z. penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan 
kerjasama Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau 
pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup; 

aa. penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan 
kerjasama Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau 
pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup; 

bb. pengembangan materi diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup; 

cc. pengembangan metode diklat dan penyuluhan Lingkungan 
Hidup; 

dd. pelaksanaan diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup; 

ee. peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh Lingkungan 
Hidup; 

ff. pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli 
Lingkungan Hidup; 

gg. pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan; 

hh. penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup; 

ii. pengembangan jenis penghargaan Lingkungan Hidup; 

jj. penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan 
Lingkungan Hidup; 

kk. pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan; 

ll. pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; 

mm. dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan 
nasional. 

nn. memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas; 

oo. melakukan penilaian prestasi kinerja bawahan; dan 

pp. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas. 
  
 
 

 Ditetapkan  di Kuala Kapuas  
 pada tanggal  27 Februari 2019 
  
 BUPATI KAPUAS, 
  
  ttd 
  
 BEN BRAHIM S. BAHAT 
  
Diundangkan di Kuala Kapuas   
pada tanggal  28 Februari 2019  
  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS, 
 
 ttd  
  
                 RIANOVA  
 

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2019 NOMOR 3 
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